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RINGKASAN

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pelaksana tugas pemerintahan dan
pembangunan. Oleh sebab itu ASN harus netral. Berdasarkan Undang Undang Nomor 5
tahun 2014, netralitas ASN adalah bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan
partai politik. Dalam upaya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara dari pengaruh partai
politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan Aparatur Sipil Negara,
serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan,
maka ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Dalam sejarahnya,
pengaturan netralitas ASN dimulai pada masa Orde Lama, dimana pada masa itu,
diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 1959 tentang Larangan Pegawai Negeri
Sipil dan Pejabat Negeri dalam Partai Politik. Selanjutnya Peraturan Presiden ini
ditindaklanjuti dan diperluas dengan Surat Edaran Presiden Republik Indonesia Nomor 2
tahun 1959 tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik bagi Pejabat Negeri yang
Menjalankan Kewajiban Negara diluar Jabatan yang dipangkunya. Selanjutnya pada mas
Orde Baru, Undang Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian,
Sedangkan pada masa Orde Reformasi diterbitkan Undang Undang Nomor 43 tahun 1999,
Pegawai negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai serta tidak
diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
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